




















NOTULEN RAPAT

Hari/Tgl : Selasa / 25 Mei 2021
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Hall IKK di Parit Malintang
Acara : Evaluasi Standar Pelayanan
Peserta : 100 ( seratus ) orang. Absen terlampir
Hasil
Rapat

: 1. Evaluasi Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
yang dihadiri oleh:
a. Wakil Bupati Padang Pariaman
b. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Padang Pariaman
c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumatera Barat
d. Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil
e. OPD (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Tenaga

Kerja, Koperasi dan UMKM Kab. Padang Pariaman, Dinas Perhubungan,
BPBD, Bagian Organisasi dan RB Setdakab, Bagian Humas Setdakab,
Kepala Cabang Wilayah II Dinas Pendidikan)

f. Direktur PSKP Sumbar
g. Pt.Pos Indonesia
h. Instansi Vertikal ( Kepala KUA )
i. Tokoh masyarakat (Walinagari dan Operator Pelayanan Nagari)
j. Akademisi (STIE Sumatera Barat di Pariaman)
k. Dunia Usaha (Bidan Praktek Mandiri)
l. LSM ( Ketua TP PKK, Ketua GOW Kab Padang Pariaman)
m.Unit pengguna layanan (Camat se- Kabupaten Padang Pariaman)
n. Unit kerja lain yang sering menggunakan layanan (Puskesmas Sungai

Limau, Puskesmas Lubuk Alung, Puskesmas Sikucua, Puskesmas IV Kt
Amal di Batu Basa, Puskesmas Sungai Geringging, Puskesmas
Pekandangan, BPJS Kesehatan (Kantor Operasional kab. Padang
Pariaman)

2. Jumlah Standar Pelyanan yang dibahas sebanyak : 65 Standar Pelayanan.

3. Pada prinsipnya peserta rapat setuju dengan Standar Pelayanan yang di
susun oleh Disdukcapil, hanya ada beberapa pertanyaan teknis dari
peserta mengenai permasalahan-permasalahan serta kendala-kendala
dalam administrasi kependudukan, antara lain Dinas Pendidikan, Ketua
MKKS Nan Sabaris dan Camat Lubuk Alung.

4. Pada Sesi kedua, pertanyaan dari dari Ketua GOW dan KUA Nan Sabaris.
Masih seputar pertanyaan bersifat teknis dan semua pertanyaan mengenai
permasalahan-permasalahan mengenai dokumen kependudukan telah
diberikan solusi oleh Kadis Dukcapil serta memberikan pencerahan-
pencerahan serta informasi-informasi.

5. Direktur PSKP Sumatera Barat memberikan apresiasi kepada Disdukcapil,
dimana pada tahun sebelumnya hanya menyusun 24 Standar Pelayanan
meningkat menjadi 55 Standar Pelayanan serta apresiasi terhadap
penghargaan-penghargaan yang telah diperoleh serta peringkat teratas
pada Survey Kepuasan Masyarakat. Terakhir Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Prov. Sumatera Barat memberi saran agar Disdukcapil
agar mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil. Serta mengajukan konsultasi secara tertulis terhadap
perbaikan Standar Pelayanan.

PPariaman, 25 Mei 2021
Notulis

Andriyani, SE, MM
Nip. 197302061998032002


